BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian, terkait perlakuan akuntansi aktiva

tetap dan penyajian dalam laporan keuangan Pada Dinas Penamaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang menurut PP 71 Tahun 2010 peneliti

menjelaskan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi aset tetap seperti Pengakuan, Pengukuran,
penyusutan, penghentian, pengungkapan dan penyajian yang dilakukan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Kupang pada prinsipnya sudah sesuai PP No. 71 Tahun 2010.

2. Pengakuan aset tetap pada Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Kupang sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

3. Pengukuran aset tetap Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, aset tetap dinilai berdasarkan nilai
perolehannya semua aset tetap diperoleh melalui pembelian tunai dengan
sumber dananya dari APBD. Hal tersebut sudah sesuai dengan PP No.71
Tahun 2010.

4. Kebijakan penyusutan aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah sesui dengan PP No 71 Tahun 2010
karena sudah diterapkan penyusutan aset. Perhitungan penyusutan

mengunakan metode garis lurus.
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5. Pada dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Kupang tahun 2016 belum melakukan pengahapusan atau pelepasan
terhadap aktiva tetap yang masa manfaatnya sudah habis dan kondisinya
sudah rusak.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang
telah menyajikan komponen aset tetapnya dengan baik dan benar pada
laporan posisi keuangan, hanya saja dalam data menghitung penyusutan
alat pendingin yang diperoleh tahun 2016 diakui nilai perolehannya
sebesar Rp 10.998.000,00 sedangkan perolehan alat pendingin yang
terdapat pada daftar inventaris tahun 2016 dengan nilai perolehannya
sebesar Rp 7.998.000.
7. Ada juga aktiva tetap jalan, irigasi dan jaringan yang di catat dalam
neraca tidak sesuai dengan jumlah seluruh perolehannya yang terdapat di
data inventaris barang. Jumlah aktiva tetap jalan, irigasi dan jaringan pada
data inventaris barang sebesar Rp 101.665.000,00 sedangkan yang
tercatat di neraca hanya sebesar Rp 1.865.000,00. Perlakuan seperti ini
menyulitkan bagi orang yang membutukan laporan keuangan.
6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disarankan hal-hal berikut
agar perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Penanamam Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang menjadi lebih baik berdasarkan PP

71 Tahun 2010 sebgai berikut:
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Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang
harus lebih telitih dalam menetukan nilai perolehannya pada saat
perhitungan penyustan apakah nilai perolehan itu sudah sesuai dengan
harga perolehan yang tercatat pada data inventaris dan realisasi anggaran.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang
harus melakukan penghapusan bagi Aset Tetap yang masa manfaatnya
telah melampaui batas dan yang tidak memberikan manfaat bagi instansi.
Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang
dalam melakukan penyajian aset tetap pada neraca harus lebih telih lagi
melihat apakah jumlah aset tetap yang dicatat pada neraca sudah sesuai
dengan jumlah aset tetap yang berada di data inventaris.

Melakukan pelatihan terhadap petugas secara berkala agar lebih
memahami akuntansi dan Laporan keuangan terkait PP No.71 Tahun
2010.

Pemerintah wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
dalam mengelola keuangan daerah, sehingga keuangan daerah dapat

dipertanggungjawabkan secara benar, terarah dan akurat.
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